BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 73 TAHUN

Menimbang

Mengingat

2017 TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

. bahwa sehubungan adanya kebijakan Dari Pemerintah

Daerah serta harga sewa kendaraan saat ini sudah tidak
sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73
Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi Bagi
Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten
Sukoharjo, maka perlu melakukan penyesuaian besaran
tunjangan transportasi bagi Dewan Perwakilan Daerah
Kabupaten Sukoharjo;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati
Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Tunjangan
Transportasi Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo perlu diubah;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2017
tentang Tunjangan Transportasi Bagi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah = Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 6396);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 99);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



Menetapkan :

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2017 Nomor 8, Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 251);

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2017

tentang Tunjuangan Transportasi Bagi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017
Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 73 TAHUN 2017
TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Sukoharjo
Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tunjuangan Transportasi
Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2017 Nomor 74) diubah sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan
dibayarkan setiap bulan.

(2) Pemberian Tunjangan Transportasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan asas:

a. kepatutan;
b. kewajaran;

c. rasionalitas; dan



d. standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan.

(3) Besaran tunjangan transportasi dibayarkan sesuai
dengan standar harga satuan sewa kendaraan yang
berlaku di daerah.

(4) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud
ayat (3) tidak boleh melebihi besaran Tunjangan
Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi
Jawa Tengah.

(5) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada
ayat(1) dibayarkan mulai tanggal 1 Januari 2020.

(6) Besaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam  Berita ~Daerah  Kabupaten
Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2019

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUKOHARJO NOMOR 73 TAHUN 2017
TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

Besaran Tunjangan
Transportasi

PPh 21 (15%)

Penerimaan Bersih

Rp11.800.000,00

Rp1.770.000,00

Rp10.030.000,00

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA




